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an hukum maka subjek
alah satu syarat

Perkawinan merupaka
hukum yang mg f

Manusia adalah makhluk ciptaan yang harus dipenuhi adalah ikatan
Tuhan yang paling sempurna sehingga perkawinan. Lembaga perkawinan
banyak sekali kebutuhan yang harus merupakan salah satu sendi kehidupan dan

dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia susunan masyarakat Indonesia untuk
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membentuk suatu rumah tangga, karena wanita yang diharamkan baik sebab

perkawinan itu sendiri merupakan masalah keturunan, ataupun sepersusuan.?
hukum, agama, dan sosial. Tuhan Yang Nikah secara Islam dilaksanakan
Maha Esa telah menciptakan segala menurut ketentuan-ketentuan yaitu

sesuatu saling berpasangan di muka bumi melaksanakan ikatan persetujuan (akad)

ini, laki-laki dan perempuan aga aS3 aritaramseqrang pria dan wanita atas dasar
tentram, saling memb aan kedua belah pihak,

terutama unt

mendefinis . - afl  menjamin

dikemukakan ole eluarga. Agar

akad yang memperbolehka adi kelangsungannya dan
istiima (persetubuhan) dengan seorang mempunyai  kepastian hukum, maka

perkawinan harus dilakukan berdasarkan

hukum  masing-masing agama dan

! Soetojo Prawirohamidjojo R, Pluralisme
dalam Perundang-undangan Perkawinan di 2 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, Dunia Modern, (Yogyakarta, Graha IImu, 2011),
1988), him.57 him. 20.



kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

peraturan  perundang-undangan  yang Perkawinan vyaitu perkawinan hanya
berlaku sesuai dengan ketentuan dalam diizinkan bila pihak pria telah mencapai
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

1974 Tentang Perkawinan.® Perkawinan wanita telah mencapai usia 16 (enam

rrrrrrrrrrr

atasan usia
si sebagaimana
adalah batas umur dala Ondang Nomor 16 Tahun
suatu perkawinan. Batas umur dalam 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

melangsungkan perkawinan telah Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

4Zainal Abidin  Abubakar, Kumpulan
Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Lingkungan Peradilan Agama, (Surabaya
%lbid, hIm.27 Pengadilan Tinggi Agama,1992), him. 160,




Perkawinan, sebagaimana diatur dalam memiliki kesadaran dan pengertian yang

Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya lebih matang mengenai arti dari tujuan
diizinkan apabila pria dan wanita sudah perkawinan yang menekankan pada aspek
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. kebahagiaan lahir dan batin pada pasangan
Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 itu sendiri.

Tahun 1974 Tentang P Meskipun Undang-Undang Nomor
dijelaskan  adanya Je€fQ entang Perubahan Atas

mengenai per

membutuhkan

secara fisik maupun me ’ : 3 alah sudah balig, berakal

mewujudkan rumah tangga yang ideal dan sehat, mampu membedakan yang baik dan
kemungkinan keretakan rumah tangga buruk  sehingga dapat memberikan
yang berakhir dengan perceraian dapat persetujuan untuk menikah. Karena

dihindari karena karena pasangan tersebut masalah pernikahan disamping wilayah



ibadah juga merupakan hubungan antar
manusia yang oleh agama hanya diatur
dalam prinsip-prinsip umum. Sementara
perkawinan merupakan suatu perbuatan

hukum, sebagai suatu perbuatan hukum

AN

Tidak SeagamaaD
Pembagian Harta

Pada Kketentuan Unda
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pada Pasal 2 menjelaskan bahwa
perkawinan itu sendiri sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaan, juga menjadi

\)\\\

dianggap mampu atau cakap untuk
bertindak di dalam hukum dalam hal ini
kaitannya dalam melangsungkan
perkawinan. Berdasarkan latar belakang
tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut

adanya  perkawinan  yang

Pagi orang yang belum

g yang ingin

di usia dini.
didasarkan pada
keluarga dan rumah tangga
perkawinan.® Adanya ketentuan ini jelas
menimbulkan pro dan kontra di dalam

masyarakat karena dalam Al-Quran dan

SAhmad Rofigq, Hukum Islam Di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 76



Al-Hadis yang merupakan sumber dari
Hukum Islam sendiri tidak memberikan
ketetapan yang jelas dan tegas tentang
batas minimal perkawinan.®

Mengenai hal ini tentang kasus

perkawinan orang yang belum dewasa

peran yang cukup penting dalam sebuah
perkawinan.’

Pengertian dari “nikah”  dapat
diartikan akad yang menghalalkan
peraturan dan membatasi hak dan

kewajiban serta tolong menolong antara

dapat difahami apa yang dimaksaki-laki dan perempuan dalam
perkawinan dan apakah ad Dag erialiam, suami istri.® Al-Qur’an

yang belum dewasa untt /

perkawinan.

membentuk Stia
dan  tentunta
berdasarkan Tuha

Terkait demikian perkawinan me
hubungan yang erat dengan agama atau
kerohanian sehingga perkawinan bukan
saja memiliki usur jasmani atau unsur

rohani, tetapi unsur batin juga memiliki

® 1bid, him.77

32 menjelaskan dasar

Slah  mengutus
kamu dan kami

Kan kepada mereka istri-istri dan

"Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan
Islam, (Bandung, Balai Pustaka, 2000), him.20

8Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz
Anshary AZ, Problematika Hukum Islam
Kontemporer Buku Pertama, (Jakarta: LSIK,
1994), him. 53



keturunan-keturunan Selain  diatur
dalam Al-Qur’an terdapat juga hadis Rasul
yang menyangkut dengan hukum nikah,
yaitu seperti yang diriwayatkan Jama’ah
ahli hadis dan Imam Muslim yaitu : “Dan
aku mengawini wanita-wanita, barang
siapa yang benci terhadap sunna
maka ia bukan umatku”

Hadist  lainny;
diriwayatkan

yakni
berpendapat ba
sunnah, para
Mutaakhkhirin berpendapat bahwa
itu wajib untuk sebagian orang sunnah

untuk sebagian orang lainnya dan mubah

°Abdul Rahman  Ghozali,  Figh
Munakahat, (Jakarta: Kencama,2010), him. 14
O1bid, him.15

untuk segolongan yang lain.}' Terlepas
dari pendapat imam-imam Mazhab, Al-
Qur’an maupun Aa-Sunnah itu sendiri
sangat menganjurkan kaum muslimin yang
mampu untuk melangsungkan perkawinan.
Terkait demikian apabila dilihat dari sisi
dari sisi orang yang

maka melakukan

a dengan hukum pokok yakni
menjaga diri dari perbuatan maksiat.
2) Melakukan pernikahan itu yang

hukummnya sunnah

1bid, him.16
2|bid, hIm.18



Terhadap seseorang yang keadaan
hidupnya sederhana dan mempunyai
kesanggupan untuk menikah sedang
dia tidak kawatir jatuh pada
perzinahan. Jika ia mempunyai

keinginan untuk menikah dengan

Perkawinan orang tersebut hanya
didasarkan untuk memenuhi
kesenangan bukan untuk memenubhi
tujuan menjaga kehormatan
agamanya dan membina keluarga
yang sejahtera. Hukum Mubah ini

niat memelihara diri ditujukan bagi orang yang

po-

A

o

tidak berzina.

: /

akruh kawin bagi seseorang yang

Hukumnya Mubah
Bagi orang yang mempunyai lemah sahwatnya dan tidak mampu
kemampuan untuk melakukannya memberi belanja istrinya, walaupun
tidak khawatir akan berbuat zinah tidak merugikan istri karena ia kaya
dan apabila melakukannya juga dan tidak mempunyai keinginan

tidak menelantarkan istri. syahwat yang kuat. Makruh bagi



1.

seseorang Yyang dipandang dari
sudut  pertumbuhan  jasmaninya
telah wajar untuk kawin walaupun
belum sangat mendesak tetapi
belum ada biaya untk hidup
sehingga kalau dia kawin hanya

Beragama
Laki-laki
Jelas orangnya

Dapat memberikan persetujuan

BAminur Nuruddin dan Azhari Akmal

Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,
(Jakarta: Kencana, 2006), him 62

Tidak terdapat halangan perkawina

2. Calon Istri, syarat-syaratnya:

Beragama Islam
Perempuan

Jelas orangnya

Dapat dimintai persetujuan

akan membawa kesengsaak terdapat halangan

dari kedua kata

d. Atara ijab dan gabul bersambungan

e. Antara ijab dan qabul jelas

maksudnya



f. Orang yang terkait dengan ijab dan
gabul tidak sedang ihram haji atau
umrah

g. Majelis ijab dan qgabul itu harus
dihadiri minimum empat orang
yaitu calon mempelai atau

wakilnya, wali dari

wanita dan sua orang

Nomor 1 Tahup

d) Dua orang'Se

e) ljab dan Kabul
Menurut hemat penulis, karena
terpenuhinya syarat dan rukun nikah
merupakan hakekat timbulnya hukum
pernikahan sendiri, dengan tidak terpenuhi

syarat maupun rukun nikah maka tidak ada

10

pula  hukum pernikahan itu. Dengan
terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan
ini juga akan menimbulkan akibat syara'
yang berupa penetapan halal atau
kebolehan hubungan antara laki-laki dan
perempuan. Selain itu jika syarat dan
terpenuhi, maka pernikahan

dari sanalah timbul skala

ukan menurut
kepercayaannya,
an harus dicatatkan. Ketentuan
ini dalam Undang-Undang Perkawinan
Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan
berlaku”.
Pencatatan perkawinan adalah salah satu

perundang-undangan  yang



bukti otentik dalam hukum perkawinan.
Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2
(2) tersebut

mengindikasikan bahwa suatu perkawinan

ayat (1) dan ayat

dianggap sah apabila telah memenuhi dua
Syarat, yaitu :
1) Telah

dengan meme

batal demi hukd

dapat dilakukan di bawah tanga
dalam  masyarakat dikenal dengan
perkawinan siri.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat

Dilakukan Terhadap Perkawinan

11

Yang Belum Memenuhi Batas Usia
Perkawinan

Perkawinan yang hanya memenuhi

ketentuan hukum materiil tetapi tidak

memenuhi  ketentuan hukum  formil

dianggap tidak pernah ada perkawinan

memenuhi kjuduhu ka’adamihi, sedang
materiil, yaitu tg Bl a telah  memenubhi

formil tetapi ternyata

ukum materiil

kesesua annya yang mensyaratkan
pernikahan ini tidak dilakukan secara
sembunyi dan rahasia,  melainkan
dilakukan pencatatan secara resmi di
institusi yang kompeten menanganinya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan



bahwa praktik pelaksanaan perkawinan
misyar sebagaimana pendapat Yusuf
Qardhawi, menurut hukum figh dan
ketentuan perundangan di Indonesia
(Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang
Perkawinan  1974)  adalah
kesesuaian.

Pada Undang-Ung

Tahun 1974 tentang Pe

terdapat

menganut pri

——
-
A e
—

S
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alntala
pUS—

Jain

kekal berdaarkan Ketuhanan Yang
Esa dalam pasal 3 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

juga  menjelaskan  tentang  tujuan

Hilman Madikusuma, Op.Cit, him. 35

m

\\\x\\
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perkawinan itu senditi yaitu untuk
mewujufkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmah. Selain itu
Menurut Bachtiar tujuan dibagi menjadi
lima tujuan yang paling pokok yaitu :*°

1) Memperoleh keturunan yang sah
masyarakat, dengan

rumah tangga yang

asalah kependudukan, itu kenapa
ditentukan batas usia minimal karena pada
kenyataannya bahwa batas usia yang lebih

rendah bagi seorang wanita untuk

15 Bachtiar A, Menikahlah Maka Engkau
Akan Bahagia, (YYogyakarta: Saujana, 2004),
him.15



melangsungkan perkawinan,
mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi
jika dibandingkan dengan usia yang lebih
tinggi. °

Undang-Undang Perkawinan telah
mengatur dan menjelaskan tentang batas

13

(membelanjakannya) sebelum  mereka
dewasa. Barang siapa(di  antara
pemeliharaan  itu)  mampu, maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan
harta anak yatim itu) dan barangsiapa

yang miskin, maka bolehlah ia makan

minimum usia calon suami nurut yang patut. Kemudia
sekurang-kurangnya 19 (sembrlag aMumenyerahkan harta kepada

Terkait demikian terjad
pada Pasal 7 /J

.ﬁ‘..ﬁz\}ﬁks

S

An-Nisa ay3
ujilah anak-anaklye
cukup umur untu
menurut pendapatmu mereka leb
(pandai  memelihara  harta)  maka
serahkanlah kepada mereka hartanya dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa

16 Taufiqurrohman Syahuri, Op.Cit, him.
57

b : \\\\\\] ll/////

¢, MU#

M,
e

fan

Batas usia nikah setelah baligh
terjadi pada zaman sesudah nabi, sahabat
dan tabi’in yang memang benar-benar

memenuhi standar kemampuan seseorang

Y7 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op.Cit,
him. 36



untuk melangsungkan perkawinan. Akan
tetapi jika dilihat dengan kejadian zaman
sekarang jika perkawinan dilangsungkan
tanpa diimbangi dengan kesiapan mental
yang kuat dan spriritual yang tentunya juga
kuat sehingga menimbulkan adanya
ketidakseimbangan antara kesiapan i
dan kesiapan batin dari

sendiri.  Banyak
dipertimbangka

melangsungka i’
a 10 ll

kejadian sepe
dapat mengo
pergaulan anak
berada dari jangkauan orang
tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal

26 ayat 1 butir ¢ Undang Undang Nomor

8 Hilman  Hadikusuma,  Hukum
Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung
Eresco,1990), him. 175

14

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah dirubah dengan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan bahwa orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk mencegah terjadinya perkawinan di

agar suami dan
ah dengan damai
0 mencintai antara satu dengan
yang lainnya.?’ Berdasarkan alasan-alasan

diatas dapat diketahui secara umum alasan

19 Khalaf Abdul Wahab, Op.Cit, him.46

20 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan
Dalam Islam.(Jakarta:Pustaka Mahmudiah, 1980),
him.80



15

banyaknya permohonan pengajuan Budaya luar yang masuk ke
dispensari nikah di Pengadilan Agama Indonesia tidak dipungkiri banyak
adalah :# dicontoh oleh anak muda zaman
1) Faktor kekhawatiran Orang Tua sekarang itu karena budaya barat
Masyarakat  Indonesia  adalah yang terkenal bebas dan berbeda

masyarakat timur yang tentunya jauh dengan budaya kita yang lebih
memiliki budaya adat unjung norma-norma di dalam
yang sangat ke - pasVahakat. Salah satunya adalah

zaman sekarang g Oseks di luar ikatan

yang bg s C\Y A : apalagi, di usia yang
sangat

dijelaskan  bahwa
2) Hubungan Seks di Lua ata Imnya pengetahuan dan
Perkawinan motivasi dan orang tua Yyang

seharusnya menginginkan anaknya

21Dea Agustina Suardini, Yunanto,
Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui
Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten
Indramayu, Artikel dalam “Diponegoro Law
?gVieW”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. USIa muda anaknya

untuk lebih maju dan menempuh

pendidikan yang lebih tinggi di
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4) Faktor ekonomi tentunya memberikan hak kepada anak
Faktor ekonomi juga sering jadi yang belum dewasa untuk melangsungkan
pemicu bagi setiap orang untuk perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan
mengajukan permohonan dan sebab-sebab diajukannya permohonan
Dispensasi nikah. Kondisi Dispensasi  Pernikahan di Pengadilan

lemahnya ekonomi ini membuat agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

para orang tua tidak am tentang Perkawinan diberlakukan

2 O S
‘/'z"/'ﬁ/l, I‘\‘\"\\\\\b

negara
Hakim dalam ha bukan

terhadap mereka yang rela data arkan atas kekuasaan,

Pengadilan Agama meluangkan waktu dan demikianlah penegasan di dalam

mngeluarkan biaya untuk melakukan Undang- Undang Dasar Negara

dispenszsi umur perkawinan. Republik Indonesia Tahun 1945. Pada
Pemberian dispensasi perkawinan negara hukum menghendaki agar

dalam  Undang-Undang  Perkawinan hukum ditegakkan, artinya hukum harus



dihormati dan ditaati oleh siapapun
tanpa terkecuali baik oleh seluruh
warga masyarakat maupun oleh
penguasa negara, sehingga seluruh
tindakannya harus dilandasi oleh

hukum. 22 Indonesia sebagai negara

17

berhak  atas  pengakuan,  jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum®. Dengan adanya kedua pasal
diatas dapat memberikan arti bahwa

Indonesia sebagai negara hukum alam

hukum akan selalu senantiasa n produk-produk legislatifnya
memberikan perlindungamstkiig gendntiasa mampu  memberikan

dan memberikan kedtid

negaranya.

rakyat Indone

Negara Republik Indonesia Tah
sebagaimana disebutkan pada Pasal 28D

ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang

22 Roscue Pounds dalam Bernard L.
Tanya, Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia
Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya : CV.Kita, ,
2006, him.36

an hukum bagi semua

K pada suatu keadaan sudah atau
belum dewasanya seseorang menurut
hukum untuk dapat bertindak di dalam

hukum yang ditentukan dengan batasan

23 Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum
Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 2002.
him. 15.



umur. Sehingga kedewasaan di dalam
hukum menjadi syarat agar seseorang
dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap
bertindak dalam  melakukan segala
perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang

memenuhi syarat undang-undang ini

disebut “kedewasaan”. Orang deahan yang sah pula.
dalam kedewasaan caka ata d 3 yang

melakukan semua

misalnya me

perkaw
men

perkawinan kemudia
melahirkan seorang anak, maka
tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia

dinikahkan. Terkait demikian apabila anak

24 Abdulkadir  Muhammad.  Hukum
Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya
Bakti. 2010. HIm.45

18

itu dinikahkan kemudian anak itu lahir
sebagai anak sah, maka timbullah suatu
hubungan perdata antara orang tua dan
anak terhadap harta perkawinan. Maksud
anak sah di sini adalah karena pada saat ia

lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari

berbeda
ia perkawinan dapat

afbagai macam

ehatan, aspek
budaya, para
tradisional memahami
perkawinan berdasarkan pemahaman yang
kaku dan rigid, padahal hadis tersebut

dapat dipahami kebolehan secara khusus

ZMardani, Op.Cit, him. 39



(lex spesialis) dan bukan kebolehan umum
(Iex generalis).?®

Hamka berpendapat bahwa bulug al-
nikah dapat diartikan dengan dewasa
kedewasaan sendiri disini bukan berarti
bergantung pada umur namun bergantung

pada kecerdasan pikiran, karena ada

A

N

b ‘ -
/‘?"//ill

ulama kontemporer ini lebih Kkor
jika dilihat penjelasannya bahwa menikah
tidak hanya menitikberatkan pada ciri-ciri

fisik (balig) saja tetapi menitikberatkan

%K halaf Abdul Wahab, Op. Cit, him.50
2'Hamka, Tafsir Al-Azhar,
(Jakarta:Pustaka Panji Masyarakat) him.25

iy

19

juga pada kesempurnaan akal dan jiwanya
(rusyd).?® Terkait demikian perkawinan
tidak hanya membutuhkan hanya pada
kematangan fisik atau biologis tetapi juga
dilihat dari kematangan psikologis, sosial,
dan agama bahkan juga dapat dilihat dari

intelektual yang dimiliki.

a dalam perkawinan juga

=k
= A,

.
Syl
A

TN

engikat bagi semua

e0ara.?® Dari penjelasan tersebut
dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang
didasarkan pada filih-figih tertentu yang

Z8Nadimah Tandjung, Op.Cit, him.40
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berbanding terbalik dengan ketentuang anaknya. Karena pada dasarnya bagi
Undang-Undang di negara. wanita yang melangsungkan
Terkait kasus yang dicontohkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila
tersebut, juga perlu dibahas dampak dari hamil kemungkinan akan mengalami
perkawinan di bawah umur itu sendiri. gangguan pada kandungannya.

Dampak perkawinan di usia muda akan c. Dampak  terhadap  masing-masing

menimbulkan hak dan kewaji
kedua belah pihak. M. JFé \INa usia  muda  selain

(2001)  menjelaska afla pasangan suami istri

perkawinan udiB

N s

ditimbulkan bisa berdampak erhadap semua kewajiban yang
pasangan yang melangsungkan akan dilakukan jika berumah tangga nanti,
perkawinan pada usia muda juga dapat sehingga tidak mudah bagi anak yang
berdampak pada kehidupan anak- belum dewasa untuk melangsungkan

perkawinan tanpa memikirkan hal apa saja

__ *"Fauzi Adhim, Indahnya Perkawinan yang akan dilalui saat berumah tangga.
Dini, (Jakarta:Gema I Insani,2002) him, 25




Terkait usia perkawinan dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
ketentuan tersebut semakin menegaskan
ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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kedewasaaan suami atau istri dalam
menanggapi  persoalan-persoalan rumah
tangga yang ada dan memberikan solusi
atau jalan keluar yang terbaik dalam
menghadapi  persoalan-persoalan rumah
tangga.

mengemukakan

Perkawinan. Di dalam hidupoepomo
tangga dipastikan akan mengalan pya*bahwa ciri-ciri - seseorang

namanya

tangga tanpa a

adalah perkawi
bahagia bukan
sebuah  perceraian  karena
disebabkan oleh ketidastabilan emosi dan
tidak matangnya jiwa atau emosional dan
fisik dari suami dan istri. Karena dalam
perkawinan juga bakal muncul emosi yang

akan  menentukan  seberapa  tingkat

cakap hukum dalam

segala

kehidupan
serta

segala-

Dewasa dalam hukum adat disini
dapat dilihat dari kemampuannya dalam

bergaul dalam lingkungan dan

31Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia.
(Bandung: Reflika Aditama,2009) him.48



masyarakatnya sendiri. Maka tidak heran
dalam masyarakat Adat sendiri sering
terjadi perkawinan usia dini karena melihat
dari bahwa Hukum Adat sendiri tidak
pernah menentukan batas usia dewasa itu
sendiri. Terkait itu di dalam perundang-
undangan di Indonesia konsep ana
seseorang  dapat  dika

sehingga dapat bertang
melakukan

bervariasi

tidak memenuhi syarat minimal usia
perkawinan membawa konsekwensi
hukum perkawinan tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara resmi. Perkawinan

hanya dapat dilakukan di bawah tangan
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penting bagi kedudukan perempuan dalam
masyarakat. Dalam kebanyakan
masyarakat dan sistem keagamaan,
perempuan tidak mendapatkan  hak
independen untuk memasuki kehidupan
perkawinan menurut kehendak mereka
Pernikahan  atau
rupakan ketetapan ilahi

Mendambakan

tepatnya

fitrah  sebelum

Perkawinan pasal

ayat (2) ini tentunya
memberikan hak kepada anak yang
belum dewasa untuk melangsungkan
perkawinan didasarkan pada tujuan,
alasan dan sebab-sebab dan faktor
yuridis dan psikologis diajukannya



4.1 Saran

Ahmad Rafiq, 1998, HuK®

Amir

permohonan Dispensasi Pernikahan di
Pengadilan agama. Adanya dispensai
ini secara otomatis dapat memberikan
peluang bagi  masyarakat  untuk
melangsungkan perkawinan di bawah

umur.

. Kepada masyarak
hendaknya dapat

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Abdul Rahman Ghozali, 2010, Figh

Munakahat Cet. 1V; Jakarta:
Kecana

Perkawinan Islam Di Indonesia,

Syarifudin, 2006, Hukum
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan karena setidaknya Kita
sebagai Warga Negara yang baik akan
lebih baik jika mematuhi Hukum yang
berlaku di Negara kita sendiri.

. Kepada pemerintah juga sebaiknya

erekronstrusksi  usia  perkawinan
m Nasional yang ideal

sungkan  perkawinan

al Isbat
Mimbar
Jakarta, Al

Chandra Halim,

r:m-olA_—" Perlindungan ~ Hukum

terhadap Anak dalam Hukum
Keluarga, Yogyakarta: Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Hilman Hadikusuma, 1998, Hukum
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